
BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Tahun 2023Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002
Pemberantasan Tindak

tentang Komisi
Pidana Korupsi Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Pulang Pisau, Kabupaten

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan

tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4027);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2010;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2012,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran



2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2022 Nomor 05);

21. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022
Nomor 23).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

ANGGARAN

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022
terdiri atas :
A. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan (A)
B. Belanja

1. Belanja Operasional
a. BelanjaPegawai
b. Belanja Barang

c. Belanja Bunga

Rp 128.313.204.639,10
944.712.668.135,08

0,00
1.073.025.872.774,18

Rp
Rp
Rp

329.683.273.923,00
333.194.564.335,18

Rp
Rp

Rp

Rp
d. Belanja Subsidi

e. Belanja Hibah
f. Belanja Bantuan Sosial
g. Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Operasional (B)
2. Belanja Investasi

a. Belanja Tanah
b. Belanja Peralatan dan Mesin
c. Belanja Gedung dan Bangunan
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
e. Belanja Aset Tetap Lainnya
f. Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja Investasi (3)
Surplus / (Defisit) (1) - [(2) +(3)]

12.811.867.799.00
415.940.000.00

141.053.546.800,00
790.310.243.00

817.949.503.100,18

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

646.810.000.00
28.676.649.006,19
73.112.943.643,72

117.448.436.859,73
359.833.989.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

220.244.673.498,64
34.831.696.175,36

Rp
Rp

C. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Netto
SILPA Tahun Berkenaan

Rp 153.231.129.156,19
2,000,000,000.00

Rp 151.231.129.156,19
Rp 186.062.825.331,55

Rp



Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati Pulang Pisau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI fG PISAU,

PUDJIRUSTj NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal I 6 Agustus 2023

SEKRETARH
KABUPATEN PU

DAERAH
sANG PISAU,

TONY H/kR
BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR


